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ANALISIS PENERAPAN PMK NOMOR 71/PMK.03/2022 TENTANG PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA KENA PAJAK
TERTENTU PERUSAHAAN FREIGHT FORWARDING (STUDI KASUS
PADA PT HMG)

RioZaputra Midelson

Program Studi Akuntansi Keuangan Terapan

ABSTRAK

Penelitian in1 bertujuan untuk menganalisis penerapan PMK Nomor 71/PMK.03/2022
Tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP)
tertentu yang mencakup pengenaan tarif Pajak Pertambahan Nilai, pengkreditan Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) masukan. Penelitian inijuga menganalisis proses penyetoran,
pelaporan dan kendala yang terjadi pada PT HMG. Penelitian ini merupakan penelitian
kualitatif dengan metode deskriptif untuk menjabarkan Pajak Pertambahan Nilai
sebagai objek yang diteliti. Penelitian ini menggunakan data primer berupa wawancara
dan hasil observasi,serta data sekunder berupa laporan keuangan, invoice, dan faktur
pajak. Hasil penelitian menunjukan bahwa PT HMG belum sepenuhnya menerapkan
PMK Nomor 71/PMK.03/2022. Pengenaan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh
PT HMG kepada pelanggan' tidak seluruhnyasesuai dengan peraturan, proses
penyetoran dan pelaporan pun dilakukan melewati batas waktu yang telah ditentukan,
hal ini disebabkan oleh kendala yang terjadi.akibat keterbatasan sumber daya yang
dimiliki perusahaan.

Kata Kunci: Freight Forwarding, Pajak, PMK Nomor 71/PMK.03/2022, Pajak
Pertambahan Nilai (PPN)
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ANALYSIS OF THE APPLICATION OF PMK NUMBER 71/PMK.03/2022

CONCERNING VALUE ADDED TAX ON THE DELIVERY OF CERTAIN

TAXABLE SERVICES OF FREIGHT FORWARDING COMPANIES (CASE
STUDY ON PT HMG)

RioZaputra Midelson
Bachelor of Applied Financial Accounitng Study Program

ABSTRACT

This research objective to “analyze the implementation of PMK Number
71/PMK.03/2022 Regarding Value Added Tax (VAT) on thedelivery of certain Taxable
Services (TTS) which includes the imposition of Value Added Tax rates, input Value
Added Tax (VAT) crediting. This research alos analyzes the deposit process, reporting
and obstacles thet occur at PT HMG. This research is a qualitative study with a
descriptive method to describe Value Added lax as the object of study. This study uses
primary data in the form of interviews and observation results, as well as secondary
data in the form of financial reports, invoices, and tax invoices. Theresults of the study
indicate that PT HMG has not fully implemented PMK Number 71/PMK.03/2022. The
imposition of Value Added Tax (VAT) rates by PT HMG fto customers is not entirely in
accordance with regulations, the deposit and reporting process is carried out beyond
the specified time limit, this is due to constraints.that occur due to the limitations of
resources owned by the compan).

Keywords: Freight Forwarding, Tax, PMK Number 71/PMK.03/2022, Value Added
Tax (VAT).

Xi
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b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun
tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendapatan negara digunakan untuk menjalankan pemerintahan pada sebuah
negara, salah satu pendapatan tersebut ialah pajak. Pajak adalah setoran.wajib kepada
negara oleh orang. pribadi maupun badan yang sifatnya harus dipatuhi serta tidak
mendapat kompensasi secara’ langsung dan digunakan semaksimal mungkin untuk
kesejahteraan rakyat (Karta & Yunita, 2022). Pajak berkaitan erat dengan segala
aktivitas bisnis yang dilakukan karena pajak sendiri memberikan kontribusi yang besar
bagi pendapatan negara. Aktivitas bisnis yang dilakukan akan dikenakan pajak mulai
dari pajak penghasilan baik PPh Pasal 21 atas penghasilan orang pribadi sebagai objek
pajak dalam negeri, PPh Pasal 22 atas perdagangan impor, PPh Pasal 23 atas jasa,
hadiah, royalti, dan lainnya, PPh Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan yang bersifat final
dan tidak dapat dikreditkan, serta PPh Pasal 15 atas penghasilan pada bidang industri

pelayaran dan penerbangan internasional.

Aktivitas bisnis tidak hanya dikenakan pajak penghasilan, tetapi juga dikenakan
Pajak Pertambahan Nilai. Ini disebabkan olch transaksi pemanfaatan barang dan jasa
didalam daerah pabean. Peraturan mengenai Pajak Pertambahan Nilai diatur pertama
kali pada Undang-Undang (UU) Nomeor 8:Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan
Nilai (PPN) Barang dan Jasa Serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Peraturan mengenai pajak pertambahan nilai (PPN) mengalami beberapa kali
perubahan, perubahanpertama diatur dalam Undang-Undang (UU) Nemor 11 Tahun
1994, perubahan kedua diatur dalam Undang-Undang Nomor (UU) 18 Tahun 2000,
dan perubahan ketiga diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 42 Tahun 2009 yang
merupakan perubahan terakhir tentang PPN barang dan jasa serta PPnBM. Pada tahun
2020 ditetapkan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,
peraturan ini mencakup perubahan atas Undang-Undang Nomor (UU) 42 Tahun 2009

1
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yang selanjutnya mengalami perubahan kembali dalam Undang-Undang (UU) Nomor
7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Perubahan Undang-Undang
tersebut diresmikan oleh pemerintah pada 7 Oktober 2021 yang berlaku efektif pada 1
April 2022. Dilakukannya perubahan terbaru iniwdiharapkan dapat mempercepat
pemulihan perekonomian Indonesia“pasca pandemi Covid 1'9.yang membuat negara
mengalami defisit anggaran(Rahma Rizkianti, 2023). Selain pemulihan perekonomian,
perubahan ini juga dilakukan dengan fokus untuk mewujudkan sistem perpajakan yang

lebih berkeadilan'dan pasti didalam hukum.

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pungutan dibebankan kepada konsumen
akhir atas transaksi jual-beli barang/jasa yang dilaksanakan oleh Pengusaha Kena
Pajak, baik wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan di dalam daerah pabean
(Silaen & Singgih, 2022). Perusahaan jasa  pengurusan transportasi (Freight
Forwarding) dijelaskan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2021
diartikan sebagai bisnis yang seluruh kegiatannya diperuntukan untuk memastikan
pengiriman dan penerimaan barang melalui darat, laut,.dan udara terlaksana dengan
baik. Perusahaan freight forwarding merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang
harus membebankan Pajak Pertambahan Nilai atas-transaksi yang dilakukannya sesuai

ketentuan perpajakan yang berlaku:

Peraturan yang mengatur Pajak Pertambahan Nilai untuk Perusahaan yang
bergerak dibidang jasa pengurusan transportasi (Freight Forwarding) ialah PMK
Nomor 71/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan Jasa
Kena Pajak (JKP) tertentu, dalam hal ini menggunakan besaran tertentu untuk
pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada jasa freight forwarding. Peraturan ini
merupakan pembaruan atas PMK Nomor 121/PMK=03/2015 tentang nilai lain sebagai
dasar pengenaan pajak yang sebelumnya digunakan sebagai acuan untuk pengenaan
PPN pada Perusahaan freight forwarding. Perbedaan yang terjadi untuk perusahaan
freight forwarding atas perubahan peraturan ini terletak pada penggunaan kode faktur

pajak yang semula menggunakan kode 04 menjadi kode 05, serta nilai Dasar
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Pengenaan Pajak (DPP) yang tercantum dalam faktur pajak yang semula sebesar
sepuluh persen dari harga jual sehingga disebut nilai lain menjadi seratus persen dari
harga jual dan menjadi besaran tertentu. Saat ini faktur pajak dengan kode 05
digunakan apabila terdapat layanan jasa angkut saat melakukan penagihan kepada

pelanggan, jika tidak terdapat layanan jasa angkut maka menggunakan kode O1.

PT HMG merupakan Perusahaan freight forwarding yang dikukuhkan sebagai
Pengusaha Kena Pajak (PKP) sehingga wajib.mematuhi peraturan perpajakan dalam
menjalankan bisnisnya. Apabila., perusahaan tidak . menjalankan kewajiban
perpajakannya sesuai ketentuan maka berpotensi mendapatkan sanksipajak, ketentuan
yang dimaksud ialah peraturan yang mengatur batas pembayaran PPN yakni PMK
Nomor 242/PMK.03/2014 dan batas melaporkan SPT Masa PPN yakni PMK Nomor
9/PMK.03/2018, sedangkan sanksi pajak yang dimaksud ialah sanksi berupa bunga dan
denda. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan mengatur sanksi pajak
dalam hal ini berupa bunga jika tidak melunast Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kurang
bayarnya paling lambat akhir bulan berikutnya sebesar tarif bunga acuan ditambah lima
persen dibagi dua belas bulan, serta sanksi berupa denda sebesar lima ratus ribu rupiah
atas keterlambatan melaporkan SPT Masa PPN berdasarkan Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2007 yang merupakan perubahan ketiga tentang ketentuan umum dan tata

cara perpajakan.

PMK Nomor 71/PMK.03/2022" merupakan panduan bagi PT HMG dalam
mengenakan PPN. Oleh karena itu Perusahaan harus memastikan bahwa penerapan
atas pengenaan PPN sudah sesuai dengan peraturan tersebut, serta peraturan lain yang
mengatur batas waktu pembayaran.dan pelaporan agar tidak menyebabkan sanksi pajak
dikarenakan terlambat melakukan pembayaran-dan-pelaporan SPT Masa PPN. Serta
penerbitan Surat Permintaan Penjelasan Data Keuangan (SP2DK) karena perbedaan
data yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN dengan SPT tahunan badan sesuai
penelitian yang dilakukan (Sari:2020) dalam (Ivi Maulida, 2022).
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Perusahaan beberapa kali mengalami keterlambatan saat menyetorkan PPN
kurang bayar dan melaporkan SPT Masa PPN. Dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak
Pratama (KPP) setempat mengirimkan Surat Tagihan Pajak (STP) untuk PPN Masa
Juni, Juli, Agustus, dan September 2023 kepada perusahaan dan membuat perusahaan
harus membayar sanksi pajak. Hal ini menyebabkan kerugian'bagi perusahaan, karena
perusahaan harus menanggung beban yang tidak seharusnya terjadi jika pengelolaan

PPN dilakukan sesuaisperaturan yang berlaku.

Berdasarkan uraian yang telah penulis gambarkan, penulis bertujuan untuk
meneliti apakah penerapan pengelolaan PPN pada PT HMG telah sesuai dengan PMK
Nomor 71/PMK.03/2022 yang merupakan acuan bagi perusahaan freight forwarding
serta_peraturan lainnya dalam mengelola PPN. Oleh karena itu judul yang penulis
angkat dalam penelitian ini ialah  “Analisis Penerapan. PMK Nomor
71/PMK.03/2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Kena
Pajak Tertentu pada Perusahaan Freight Forwarding (Studi Kasus pada PT
HMG)”

1.2 Rumusan Masalah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.03/2022 tentang PPN atas
penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) tertentu ialah panduan bagi PT HMG untuk
mengenakaan PPN pada transaksi yang dilakukannya. Mulai dari PPN masukan atas
penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) tertentu yang tidak boleh dikreditkan, pengunaan
tarif pajak pada transaksi yang dilakukan hingga penggunaan kode dalam pembuatan
faktur pajak keluarannya. Peraturan ini merupakan pembaruan dari peraturan Menteri
Keuangan Nomor 121/PMK.03/2015 tentang nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak.

Sebagai badan usaha yang menyelenggarakan-kegiatan usahanya di Indonesia
tentunya harus mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku. Akan tetapi perusahaan
beberapa kali mengalami keterlambatan atas penyetoran dan pelaporan Pajak

Pertambahan Nilai (PPN). Untuk menindak hal ini diterbitkannya Surat Tagihan Pajak
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(STP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk masa Juni, Juli, Agustus, dan September
2023 oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat.

Mengacu pada latar belakang diatas, penulis ingin meneliti lebih dalam terkait
pengelolaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)“pada. PT HMG selama tahun 2023.
Apakah telah sesuai dengan peraturan yang berlaku mulaiwdari pengenaan Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) yang diatur dalam PMK Nomor 71/PMK.03.2022, batas
pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diatur dalam PMK Nomor
242/PMK.03/2014, hingga akhirnya melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT)
yang wajib dilaporkan secara elektronik dengan batas waktu yang diatur dalam PMK
Nomor 9/PMK.03/2018. Penelitian ini juga akan menganalisis kendala dan juga solusi

atas permasalahan pengelolaan PPN yang terjadipada PT HMG.

1.3 Pertanyaan Penelitian
Dengan mengacu pada latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka

pertanyaan yang diajukan pada penelitian int sebagai berikut:

1. "Apakah PMK Nomor 71/PMK.03/2022 sudah diterapkan oleh PT HMG.
2. Bagaimana proses penyetoran dan pelaporan PPN beserta kendala yang terjadi
pada PT HMG.

1.4 Tujuan Penelitian
1.  Untuk menganalisis penerapan PMK Nomor 71/PMK.03/2022 pada PT HMG.
2. Untuk menganalisis proses.penyetoran dan pelaporan PPN yang dilakukan

beserta kendala yang terjadi pada PT HMG.

1.5 Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan teoritis terkait pengelolaan
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada perusahaan freight forwarding untuk para
akademisi. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan bahan referensi untuk
penelitian selanjutnya yang berfokus meneliti perusahaan yang bergerak pada

industri yang sama ataupun fokus penelitian serupa.
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2. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi perusahaan
yang bergerak pada jasa freight forwarding dalam mengelola Pajak Pertambahan
Nilai (PPN) agar sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

1.6 Sistematika Penulisan
Penulis dalam pembuatan skripsi ini membaginya menjadi beberapa bagian
sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menggambarkan pendahuluan penelitian yang berisikan
latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, pertanyaan penelitian, manfaat

penelitian dan sistematika penulisan.
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menggambarkan dasar teort yang digunakan pada penelitian

ini yang berkaitan dengan masalah yang sedang diangkat oleh penulis dalam penelitian.
BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini penulis menggambarkan tentang jenis penelitian, objek dan subjek
penelitian, metode pengambilan sampel, jenis dan sumber data penelitian, metode

pengumpulan data, dan metode analisis data;yang'digunakan dalam penelitian ini.
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis. menggambarkan tentang hasil temuan yang-didapatkan
selama penelitian. Temuan ini~berkaitan _dengan masalah. penelitian yang diangkat
penulis dalam penelitian ini yang mana hasil temuan ini akan dianalisis sehingga
peneliti dapat memberikan kesimpulan dan solusi masalah yang dibahas dalam

penelitian.
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' yang penulis berikan kepada pe

- dalam penelitian.

" BAB 5 PENUTUP

Pada bab ini penulis menjabarkan kesimpulan dari hasil penelitian dan juga

~ pembahasan yang telah dilakukan pada penelitian penulis guna mengetahui jawaban

atas pertanyaan dan tujuan penelitian inidi .ur“"ﬂ~f ini juga berisi saran

terkait dengan p ahan yang dibahas
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5.1

BABS
PENUTUP
Kesimpulan

Kesimpulan atas hasil penelitian= " terkait._ “penerapan PMK Nomor

71/PMK.03/2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Kena Pajak

Tertentu dan pengelolaan Pajak Pertambahan Nilai beserta kendala yang dihadapi pada
PT HMG sebagai berikut:

[

Penerapan PMK Nomor 71/PMK.03/2022 belum sepenuhnya dapat dilakukan
oleh PT HMG. Berdasarkan sampel yang digunakan, yakni 5 pelanggan dengan
nilai transaksi terbesar dimana sampel ini- mencakup: lebih dari 94% dari total
populasi transaksi penjualan yang.terjadi selama tahun 2023, Diketahui bahwa
72% dari total penjualan yang terjadi-selama tahun 2023 telah dikenakan tarif
Pajak Pertambahan Nilai yang sesuai; yakni sebesar 1,1% atas transaksi yang
didalamnya terdapat jasa angkut, dan 11% atas transaksi tanpa jasa angkut.
Namun 28% dari total penjualan yang terjadi selama tahun 2023 belum
dikenakan tarif yang sesuai, hal ini disebabkan para pelanggan tidak menyetujui
pengenaan tarif khusus yakni 1,1% dan meminta pengenaan tarif umum yakni
11%, berbagai upaya dilakukan eleh PT HMG untuk mengenakan tarif sesuai
peraturan tidak membuahkan hasil sehingga dengan keadaan saat ini PT HMG
hanya bisa menyetujui pengenaan tarif umum kepada beberapa pelanggan yang
menjadikan itu sebagai syarat atas project yang ada.

Secara umum proses penyetoran dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT HMG telah dilakukan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku yakni secara elektronik, mulai dari proses pengkreditan
PPN Masukan yang pada perusahaan freight forwarding tidak boleh
mengkreditkan PPN dengan tarif besaran tertentu yakni sebesar 1,1% dengan

kode pajak 05 telah dilakukan sesuai dengan peraturan. Akan tetapi penyetoran

48
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dan pelaporan SPT Masa PPN selama tahun 2023 selalu mengalami
keterlambatan, hanya Penyetoran dan pelaporan Masa pajak Desember yang
dilakukan tepat pada waktunya sehingga PT HMG tidak dapat dikatakan sebagai
Wajib Pajak yang patuh. Hal ini disebabkan.sumber daya yang dimiliki oleh
perusahaan terbatas oleh karena.itu pihak manajemen.mengambil keputusan
untuk menggunakan sumber data tersebut pada prioritas yang lebih penting.
Keputusan ini_diambil secara sadar akan konsekuensi terbitnya Surat Tagihan
Pajak (STP) atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan perusahaan telah melunasi
denda 'yang ditagihkan pada Surat Tagithan Pajak selama tahun 2023 sebagai
bentuk tanggung jawab atas keputusan yang telah dibuat.

Saran

Berikut saran yang dapat penulis berikan untuk membantu permasalahan yang

terjadi pada perusahaan serta pengembangan pada penelitian selanjutnya.

Untuk PT HMG

Perusahaan terlebih dahulu harus menyelesaikan kendala terkait pengenaan tarif
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dapat dilakukan berdasarkan solusi yang
telah diberikan yakni penagihan dengan menggunakan 2 invoice. Penyetoran dan
pelaporan yang selalu mengalami keterlambatan karena keterbatasan sumber
daya pun dapat diatasi dengan menckan nilai PPN Keluaran dengan cara
mengenakan tarif yang sesuai dalam hal ini 1,1% serta melakukan penganggaran
dana setiap bulannya untuk keperluan penyetoran Pajak.

Untuk penelitian selanjutnya

Pada penelitian selanjutnya.dapat melakukan analisis.atas-dampak yang terjadi
kepada pendapatan pajak ncgara apabila-Wajib Pajak tidak mengenakan tarif
Pajak Pertambahan Nilai yang sesuai dengan peraturan. Selain itu penelitian
selanjutnya juga dapat melakukan analisis komparatif antar perusahaan pada
industri serupa untuk mengetahui kepatuhan Wajib Pajak pada para pelaku
industri freight forwarding.
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LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Wawancara Staff Accounts Payable

Nama (Inisial) : KFD

Jabatan . Accounting Staff — Accounts Payable

Bagaimana perlakuan pencatatan PPN masukan dengan tarif 1,1%, yang
dilakukan perusahaan?

PPN dengan tarif 1,1% akan dibebankan ke dalam harga pokok karena tidak dapat
dikreditkan sesuai dengan PMK Nomor 71/PMK.03/2022.

. Bagaimana perlakukan pencatatan PPN masukan dengan tarif 11% yang

dilakukan perusahaan?

PPN dengan tarif 11% akan dicatat pada akun yang telah disediakan dan pada setiap
bulan akan dikreditkan bersamaan dengan penyetoran PPN yang dilakukan.
Bagaimana mekanisme pembayaran atas transaksi reimbursement yang
dilakukan perusahaan?

Reimbursement yang dimaksud dalam hal ini 1alah perusahaan tidak mengambil laba
kepada customer atas transaksi yang dibayarkan, sehingga invoice yang dikirimkan
oleh vendor dibuat atas nama customer.

Mengapa perusahaan memilih reimbursement dari pada re-invoicing?

Sebagai bentuk pelayanan dan komitmen kepada costumer untuk menekan harga
menjadi lebih terjangkau, karena pada skema reimbursement, perusahaan hanya

menagihkan nilai kepada customer sesuai dengan yang diterbitkan vendor.

Jakarta, 26 April 2024

(KFD)
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Lampiran 2. Hasil Wawancara Staff Accounts Receivable

Nama (Inisial) : ISU

Jabatan . Accounting Staff — Accounts-Receivable

Bagaimana perlakuan pencatatan PPN keluaran dengan tarif 1,1% yang
dilakukan perusahaan?

PPN dengan tarif 1,1% akan dicatat kedalam software cargosoft oleh divisi
procurement yang selanjutkan terinput ke dalam dynamic 365 business central pada
akun VAT Out 1,1%.

Bagaimana perlakukan pencatatan PPN keluaran dengan tarif 11% yang
dilakukan perusahaan?

PPN dengan tarif 11% akan dicatat ke dalam software cargosoft oleh divisi
procurement yang selanjutkan terinput ke dalam dynamic 365 business central pada
akun VAT Out 11%.

Bagaimana mekanisme penentuan pengenaan tarif PPN Keluaran yang
selanjutnya akan ditagihkan kepada customer?

Tarif PPN Keluaran yang, dikenakan perusahaan berdasar pada PMK Nomor
71/PMK.03/2022 Tentang PPN atas Penyerahan JKP Tertentu yaitu sebesar 1,1%
atas transaksi yang di dalamnya terdapat jasa angkut, akan tetapi hal ini belum
seluruhnya dapat diterapkan oleh perusahaan dikarenakan beberapa customer
meminta pengenaan tarif pajak umum sebesar 11% saat penagihan dilakukan.
Mengapa perusahaan belum sepenuhnya dapat menerapkan tarif PPN sesuai
PMK Nomor 71/PMK.03/2022 Tentang PPN atas Penyerahan JKP Tertentu?
Berdasarkan permintaan..yang disepakati antara customer..dan~divisi sales
perusahaan terkait pengenaan PPN Keluaran saat melakukan penagihan,
dikarenakan tarif 1,1% tidak dapat dikreditkan sehingga customer meminta

pengenaan tarif sebesar 11%.
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Jakarta, 2 Mei 2024

POLITEKNIK

NEGERI
JAKARTA

Hak Cipta:
#Z .\ 1.Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
JIITERAN a. Pengutipan hanya untuk k 1 pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, ‘penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak En«._.m.wn: snvnuu_amﬁs yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilaran, g mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun
—— tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta
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Lampiran 3. Hasil Wawancara Accounting Manager

Nama (Inisial) : BPR
Jabatan : Accounting Manager — Tax.Officer

1. Bagaimana mekanisme penyetoran dan pelaporan. PPN yang dilakukan

perusahaan?

PT HMG membuat faktur pajak keluaran pada setiap transaksi yang. ditagihkan
kepada customer serta melakukan pengkreditan atas PPN masukan yang dikenakan
oleh vendor kepada perusahaan menggunakan aplikasi E-Faktur. .Pada setiap awal
bulan berikutnya perusahaan akan melakukan perhitungan apakah perusahaan
mengalami kurang atau lebih bayar menggunakan Web E-Faktur dengan melakukan
upload atas SPT Masa PPN.sehingga diketahui apakah perusahaan mengalami
kurang atau lebih bayar.

Jika perusahaan mengalami kurang bayar, langkah selanjutnya petugas pajak akan
membuat e-billing pada Web DJP Online senilai PPN yang harus disetorkan
perusahaan kepada negara, selanjutnya perusahaan akan melakukan pembayaran
berdasarkan nomor ID Billing yang telah dibuat sebelumnya agar mendapatkan
Bukti Penerimaan Negara (BPE) yang menandakan penyetoran PPN telah berhasil,
kemudian perusahaan akan melakukan pelaporan SPT menggunakan nomor NTPN
yang tercantum pada Bukti Penerimaan Negara menggunakan WEB E-Faktur,
setelah pelaporan berhasil maka ' perusahaan mendapatkan Bukti Penerimaan

Elektronik yang menandakan perusahaan berhasil melaporkan SPT Masa PPN.

. Apa penyebab perusahaan mendapat Surat Tagihan Pajak?

Perusahaan mendapat-Surat Tagihan Pajak dikarenakan mengalami-keterlambatan
atas penyetoran PPN Kurang bayar dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa
PPN sehingga Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat menerbitkan Surat Tagihan
Pajak (STP).
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3. Apa penyebab Perusahaan mengalami keterlambatan penyetoran dan

pelaporan SPT Masa PPN?

-
)
-~
n
£
g

Perusahaan mengalami keterlambatan saat penyetoran PPN ataupun saat
awPajak Pertambahan Nilai (PPN)
dikarenakan keterbatasan yang di inperusahaan sehingga pihak

melaporkan Surat Pemberitahuan (SP

manajemen perlu memilih prioritas yang harus didahulukan.

Jakarta, 6 Me1 2024
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